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BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR &1 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

a. bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi

penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan barang/jasa,
maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pengadaan
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;

bahwa Standar Operasional Prosedur Pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, disusun dengan azas
efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah
dipahami dan diterapkan untuk menjadi pedoman bagi
seluruh pihak yang melakukan proses kegiatan pengadaan
barang/jasa Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;

Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambaha?ﬁ
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah
serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unsur yang terkait dalam
proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai
pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa
dan menerima hasil pekerjaan.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ.
Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri
atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai
panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa di dalam Bagian.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah pusat pelayanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik di Kabupaten Tojo Una-Una.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pengadaan
langsung.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Bagian/Pejabat
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak yang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Efektif berarti SOP dapat menjamin proses pengadaan berlangsung mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.

Efisien, berarti SOP menjamin pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta ba%
masyarakat luas pada umumnya;



14. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

15. Dinamis, berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kakai.

16. Mudah dipahami dan diterapkan berarti SOP tidak menimbulkan multi
tafsir dan dapat dengan mudah untuk diterapkan.

17. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

19. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

21. Bagian adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
yang membidangi urusan pengadaan barang/jasa.

22, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo
Una-Una.

BAB II
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

(1) Bagian bertanggungjawab melaksanakan pengadaan barang/jasa yang melalui
proses pelelangan/seleksi dari proses pelelangan sampai dengan ditetapkannya
pemenang.

(2) Pada awal tahun anggaran Perangkat Daerah mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan selambat-lambatnya 30 hari sejak APBD disahkan dan pada
perubahan anggaran, selambat-lambatnya 20 hari setelah ditetapkan APBD
Perubahan.

(3) Jadwal pelelangan dimulai setiap hari kerja.

(4) Pelelangan Jasa Konsultansi yang pengerjaan fisiknya dilakukan pada tahun
yang sama, maka pelelangan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan
Februari.

(5) Pelelangan Jasa Konstruksi maksimal dilakukan pada :

a. untuk paket yang menggunakan sumber dana APBD murni selambat-
lambatnya pada bulan Juli sedangkan wuntuk APBD Perubahan
dilaksanakan setelah ditetapkannya APBD Perubahan; dan

b. untuk paket yang menggunakan sumber dana selain APBD, maka
waktu pelelangan dilakukan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Perubahan.

(6) PPK menyerahkan kelangkapan dokumen Pengadaan kepada Bagian selambat-
lambatnya 28 hari kalender setelah penetapan Harga Perkiraan Sementara.

(7) Bagian melakukan rekapitulasi data pelelangan pengadaan, baik laporan per
Perangkat Daerah maupun secara keseluruhan sesuai dengan format yang
telah di tentukan.

(8) Bagian membantu menjawab sanggah banding yang disampaikan oleh penyedia
barang/jasa.

{9) Bagian mel koordinasi dengan LPSE terkait proses pengadaan
barang/jasa-:



BAB III
MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3
Mekanisme proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Bagian didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Pasal 4
Mekanisme proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantumn dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Bagan alur mekanisme proses pengadaan barang/jasa dan bentuk laporan
kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 49 Degmtiert 2016
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Lampiran I : Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor : %l Tahun 2016

Tanggal : 9 fefempen 2016

Tentang : Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Tojo Una-Una.

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PROCUREMENT
PERENCANAAN KEGIATAN LELANG

1. Perangkat Daerah mengumukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) selambat-
lambatnya 30 hari sejak APBD disahkan dan pada perubahan anggaran,
selambat-lambatnya 20 hari setelah ditetapkan APBD perubahan,

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran;

b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c. Lokasi paket pekerjaan;

d. Perkiraan besaran biaya;

e. Untuk paket yang dilelangkan sebelum APBD disahkan, harus diberikan
tanda dan dimasukkan 2 klausul, sebagai berikut:

1) proses pelelangan dapat dibatalkan apabila DIPA/DPA tidak ditetapkan
atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai
pengadaan yang diadakan; dan

2) kepada penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan ini tidak diberikan
ganti rugi.

3. Perangkat Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui
media:

a. LPSE;
b. Portal Pengadaan Nasional (Inaproc].

ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK (Sistem Pasca Kualifikasi)

1. PA/KPA masing-masing Perangkat Daerah menetapkan PPK untuk setiap
kegiatan;

2. PA dari masing-masing Perangkat Daerah mengajukan nama-nama PPK setiap
kegiatan Lelang kepada LPSE;

3. LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-masing PPK;
4. PA/KPA menyerahkan rencana Pengadaan kepada PPK;

5. PPK menetapkan pengelompokan paket yang a]la.n dilaksanakan dalam lelang
dan mengirimkannya pada Bagian bersama dokumen kelengkapan pelelangan
yang terdiri dari:

Surat Permintaan Lelang;

Daftar Paket Pekerjaan yang akan dilelang;

Spesifikasi Teknis / Gambar Paket Pekerjaan,

HPS;

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Rancangan Kontrak

6. Kepala Bagian menetapkan anggota yang akan menjadi kelompok kerja (Pokja)
untuk paket sebagaimana yang dimaksud pada poin 5;

7. Kepala Bagian mengirimkan nama-nama anggota Pokja untuk masing-masing
kegiatan Pelelangan kepada LPSE;

8. LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota Pokja untuk masing%
masing kegiatan lelang;

e Qe o



9. Pokja mendapatkan data kelengkapan paket;

10.Pokja menentukan metode pengadaan dan mengusulkan besaran perubahan
HPS:
a. Jika ada perubahan dalam HPS dan ketidaklengkapan dokumen pelelangan,
Pokja mengirimkan permohonan perubahan/penjelasan kepada PPK;
b.Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan dokumen
pelelangan.

11. Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan:
a. LPSE;
b. Website resmi Daerah; dan
¢. Papan pengumuman resmi.

12. Pokja melakukan aanwijzing pada waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal

pelelangan:

a. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa
sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan;

b. jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, pokja menyampaikan kepada
PPK untuk disetujui; dan

c. jika terbit addendum dokumen pengadaan atau apabila diperlukan Pokja
dapat menambah waktu pemasukan dokumen penawaran.

13. Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE  sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.

14. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen lelang sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.

15. Pokja menetapkan pemenang lelang,

16. Pokja melakukan expose hasil evaluasi pelelangan dihadapan Kepala Bagian
dan jika diperlukan dihadapan tim ahli.

17. Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui portal LPSE dan papan
pengumuman Bagian.

18. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja
membuat jawaban atas sanggah yang dikirim peserta lelang.

19. Pokja mengirimkan Berita Acara hasil Pelelangan kepada PPK sebagai dasar
diterbitkannya SPPBJ.

a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas
penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk
diputuskan dengan ketentuan:

1) Apabila PA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau
pelelangan dinyatakan gagal.

2) Apabila PA sependapat dengan Bagian, maka PA memutuskan penetapan
pemenang oleh Bagian bersifat Final dan PA memerintahkan PPK untuk
mengeluarkan SPPBJ. '

b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK
menerbitkan SPPBJ.

20. PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak.

21. PPK melakukan Penandatangan kontrak selambat-lambatnya 14 hari kerja
setelah diterbitkannya SPPBJ.

22. PPK melakukan Penandatangan SPMK selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah
kontrak ditandatangani.

23.PPK dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak yan
meliputi:
a. Program mutu;



b. Organisasi kerja;

c. Jadwal; dan

d. Rencana pemeriksaan lapangan bersama.
Hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

24.PPK melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksaaan kontrak yang
dlaksanakan oleh penyedia jasa.

25.Penyedia jasa meminta kepada PPK untuk melakukan pemeriksaan akhir
pekerjaan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu pelaksanaan kontrak
berakhir.

26. PPK melakukan Penilaian/pemeriksaan terhadap hasil akhir pekerjaan dengan
menugaskan PPHP untuk melakukan penilaian/pemeriksaan.

27. PPHP dalam melakukan penilaian/pemeriksaan hasil akhir pekerjaan, apabila:
a. hasil penilaian/pemeriksaan sudah sesuai ketentuan dalam kontrak maka
PPHP merckomendasikan kepada PPK untuk melakukan serah terima
pekerjaan.
b. hasil penilaian/pemeriksaan masih terdapat kekurangan maka PPHP
merekomendasikan kepada PPK untuk memerintahkan kembali kepada
penyedia jasa untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam kontrak.

28. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan diperiksa dan
diterima oleh PPHP.

29. PPK membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA.

ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK (Sistem Pra kualifikasi)

1. PA/KPA masing-masing Perangkat Daerah menetapkan PPK untuk setiap
kegiatan.

2. PA dari masing-masing Perangkat Daerah mengajukan nama-nama PPK
setiap kegiatan lelang kepada LPSE.

3. LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-masing PPK.

4. PPK menetapkan paket lelang dan mengirimkannya ke Bagian bersama
dokumen kelengkapan pelelangan yang terdiri dari:
a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Spesifikasi Paket Pekerjaan;
c. HPS;
d. Durasi pekerjaan.

5. Kepala Bagian menetapkan anggota yang akan menjadi kelompok kerja
{Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud pada poin 2.

6. Kepala Bagian mengirimkan nama-nama anggota Pokja untuk masing -
masing kegiatan Pelelangan kepada LPSE.

7. LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota Pokja untuk
masing — masing kegiatan lelang.

8. Pokja mendapatkan data kelengkapan paket dari PPK.

9. Pokja menentukan metode pengadaan dan besar HPS:
a. Jika ada perubahan dalam HPS dan ketidaklengkapan pelelangan, Pokja

mengirimkan permohonan perubahan/penjelasan kepada PPK;
b. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan dokumexi
pelelangan.

10. Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan:
a. Mengirimkan kepada LPSE untuk diumumkan di Portal LPSE;



11.

12.

13.

14.

15.

16

17

18

19

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.

Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi yang telah dikirimkan oleh
Penyedia barang/jasa.

Pokja melakukan evaluasi prakualifikasi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Pokja mengirimkan hasil evaluasi prakualifikasi kepada PPK untuk
disetujui.
a. Jikahasil evaluasi prakualifikasi tidak disetujui PPK, maka dilakukan:
1) Evaluasi ulang; '
2) Evaluasi dibatalkan, dilakukan pengumuman ulang.
b. Jika hasil evaluasi prakualifikasi disetujui PPK, maka Pokja mengumumkan
hasil prakualifikasi.

Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media :
a. Mengirimkan ke LPSE untuk diumumkan melalui portal LPSE;

Jika ada sanggahan terhadap hasil evaluasi prakualifikasi, Pokja menjawab
sanggahan tersebut.

. Pokja melakukan aanwijzing pada waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal

pelelangan.
a. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia Barang/jasa
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

. Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE sesuai

dengan jadwal yang telah di tetapkan.

. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen lelang sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan.

. Pokja menetapkan pemenang lelang sesuai dengan hasil evaluasi administrasi

dan teknis.

Pokja melakukan expose hasil evaluasi pelelangan di hadapan Kepala Bagian
danjika diperlukan dihadapan tim ahli.

Pengumuman Pemenang lelang dilakukan melalui Portal LPSE.

Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja
membuat jawaban atas sanggah yang diajukan peserta lelang.

terhadap jawaban pokja sanggah banding di tiadakan.
Pokja mengirimkan Berita Acara hasil Pelelangan kepada PPK sebagai dasar

diterbitkannya SPPBJ.
a. Jika PPK tidak menyetujui pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh
Pokja, maka:

1) Dilakukan evaluasi ulang;

2) Apabila setelah dilakukan evaluasiulang tidak dihasilkan keputusan
hasil lelang maka PPK melaporkan kepada PA;

3) Jika PA menyetujui hasil lelang maka proses tetap dilanjutkan;

4) JikaPA tidak menyetujui hasil lelang maka lelangdinyatakan gagal
dan dilakukan pelelangan ulang.

b. Jika PPK menyetujui pemenang lelang, maka PPK menerbitkan
SPPBJ.

PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak.

PPK melakukan Penandatangan kontrak selambat-lambatnya 14 hari kerja
setelah diterbitkannya SPPBJ.

PPK melakukan Penandatangan SPMK selambat-lambatnya 14 hari kerj%
setelah kontrak ditandatangani.



28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

PPK dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang
meliputi :

a. Program mutu;

b. Organisasi kerja;

c. Jadwal; dan

d. Rencana pemeriksaan lapangan bersama.

Hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

PPK melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksaaan kontrak yang
dlaksanakan oleh penyedia jasa.

Penyedia jasa meminta kepada PPK untuk melakukan pemeriksaan akhir
pekerjaan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu pelaksanaan kontrak
berakhir.

PPK melakukan Penilaian/pemeriksaan terhadap hasil akhir pekerjaan
dengan menugaskan PPHP untuk melakukan penilaian/pemeriksaan.

PPHP dalam melakukan penilaian/pemeriksaan hasil akhir pekerjaan,

apabila:

a. hasil penilaian/pemeriksaan sudah sesuai ketentuan dalam kontrak maka
PPHP merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan serah terima
pekerjaan.

b. hasil penilaian/pemeriksaan masih terdapat kekurangan maka PPHP
merckomendasikan kepada PPK untuk memerintahkan kembali kepada
penyedia jasa untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam kontrak.

PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan diperiks
dan diterima oleh PPHP.

PPK membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA.

FUPATI TOJO UNA-UNA)"
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Lampiran II : Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor : &1 Tahun 2016 ,
Tanggal 1 9 eSevigen 2016
Tentang : Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

ALUR PROSES PASCAKUALIFIKASI (E-PROC)

PERANGKAT DAERAH

KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PENYEDIA
PPHP
RINCIAN KEGIATAN | BUPATI LPSE PA/KPA PPK K;:&L:E::zx,“ POKIA BARANG/JASA
PA/KPA masling-masing
Perangkat Daerah
ka RUP  dan
m::gtgr:kuarr? " PPK  dan i eriirimiem it
mengirimkannya kepada LPSE
untuk meminta vsar ID dan
Password
|
LPSE memberikan User D Menenma Rencana
o e ey
Password kepada F PAKPAPPK #1D dan
PAKPAPPK d dmi dan admin SIRUP masing- LPSE
SIRUP masing-masing aning Peramiat Doeren
Perangkat Daerah

PPK menetapkan rencana
pelaksanaan pengadaan

selambat-lambatnya 28 harl
kalender setelah penetapan
HPS.

1 rencand
B/) (RKA/DPA, HPS, KAK, pengadaan beserta
Spec teknis, Gambar Menerima leporan m:::n Kkatenghapan dokumen
Teknls, RKS,RAB, Draft pong
Kontrak, Syarat Khusus
Kontrak, syarat umum
kontrak) dan
menyampalkan kepada PA,
PPK membuat surat permohonan
kepada Bagian dengan lampiran Mengihmkansaat
(RKAVDPA, HPS, KAK, Spec
teknis, Gambar Teknls, k‘:’"’" a ‘“‘:‘ derigin
RKS,RAB, Draft Kontrak, am!“mmm'kamm"ﬂw"
Syarat Khusus Kontrak, dan hardcopy
gyarat umum  kontrak)

Kepala Bagian melaluj
sekretariat menerima surat
Permochonan dari PPK

‘Menerkma Surst parmohchon d sertal
dengan kelenghapan dokuman { KAK,
HPS, spek teknis, gambar toknls,

RKS&, RAS, draf kontrak, Fotocopy

kelompok kerja untuk paket
yang akan dlelangkan dan
mengirimkannya kepada
LPSE untuk mendapatkan
user ID dan Password

beserta kelengkapan DFA} dalam bentuk softcopy dan
dokumen rencana hardcopy
pengadaan
v
Kepala Baglan menetapkan
! Membedan User 10 dan Aeneterken Kelompok Kera Gan ponerbitar
anggota yang akan menfadi o oty St Tugas

®




PERANGKAT DAERAH KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA | oonvenin HP
PP
RINCIAN KEGIATAN BUPATI LPSE PAJKPA PPK KEPALA KANTOR POKIA BARANG/JIASA
/SEKRETARIAT o~
Pokja menerma berkas LB )
Rencana pelaksanaan erdapeikan Kegpala
pengadaanan B/J, serta @ Mwm‘:m
menentukan metoda Pengaxaan serts Useric
pelelangan dan dan Pagword darl LPSE
mendapatkan user id dan
password
Jika dokumen tidak lengkap, A
maka Pokja mengembalikan uewmm;w .
kepada PPK meialul selambat-iambatnya Lengkep
sekretarial untuk diengkapi oicopuitalpae ol | S8
dan jka lengkap maka di dikermibafiken ks Baglan
lakukan panyusunan melaiul sokretariat Ya
dokumen pengadaan -
Pokja Menyusun dokumen Mornyusun Dokumen
pengadaan. ;mmnrrmm-
Pokia mengumumkan
palelangan melalul media Bystem LPSE
yang telah di tetapkan engUTUmiEn F gEn
melalul Portal Pengadaan o
Nasional / LPSE
Palja menyelenggarakan g Farwing
aanwizing dan  menjawab e ermematon | =L o —_—— -l-: Aarwiing - — - — — o Mo Ami
pertanyaan sesual dengan perimbangan ks
waktu yang telah ditetapkan. R By
-
apabla ada perubahan dalam Moryusum addendun
dokumen pengadaan maka pengadasn ad
Pokja menyusun dan o
menyampaikan adandum
pengadaan
Penyedia barangfjasa Mamnasuban dokumon
memasukan dokumen LPSEmerettn¢ | (| | . — .- ponewarEn
penawaran melalul LPSE AOKUMEN PONGWRNAN | o s mom b it o s r s e — ¢ —— s e s s ———— [ ——— fom s o s s sk s e
sesuai ketentuan yang beraku
Pokja mengunduh Dokumen > an
Pengadaan dari System LPSE o
Pokja melakukan  evaluas) Evaluasl dokasmen
dokumen penawaran penawaran
Pokja menetapkan pemanang [ EyeemirsE 3
lelang dan mengumumkannya mengumumKken [Menetapkanimengumu
melalul LPSE pemencng lelsng InTmmlm

Masa sanggah terhadap hasll
lefangfseleksi setelah pengumuman
hasll lelang/seleksi

Jika tidak ada sanggahan hasil
penetapan pemenang maka proses
akan berdanjut dan pokja skan
menyampalkan  laporan  proses

Pok]a membuat laponn

proses pé:
horgng dan jesa urtuk
PPK

pengadaan B/J kepada PPK




RINCIAN KEGIATAN

BUPATI

LPSE

PERANGKAT DAERAH

KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PA/KPA PPK

KEPALA KANTOR
JSEKRETARIAT POKIA

PENYEDIA
BARANG/JASA

PPHP

Jika Ada Sanggahan maka, Pokja
menerima sanggahan yang
disampalkan penyedia B/J.

—®

Pokja menjawab sanggahan sesual
dengan waktu yang telah ditetapkan
Jka sanggah diterima oleh
Pokja maka dilakukan evaluasi
ulang atau lelang ulang dan Jika
sanggah tidak diteima maka
proses  beranjut dan SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 had

kerja setelah Jawaban sanggah

Menarima [swaban
sanggahan

PPK menerima Berita Acara hasil
pelelangan sebagal  dasar
penerbitan SPPBJ,

A. Jka PPK tidak bersedia
menerbitkan SPPBJ karena
tidak  sependapat atas
penetapan pemenang, maka
diveritahukan kepada PA/KPA
untuk diputuskan dengan
ketentuan :

1) Apabila PA/KPA
sependapat dengan PPK,
maka dilakukan evaluasi
ulang atau pelelangan
dinyatakan gagal.

2) Apabila PA/KPA  sependapal
dangan Bagian, maka PAKPA
memduskan penetapan pemenang
cleh Bagan bersfat finad dan
PA/KPA memesintabkan PPK untuk
mengeluarkan SPPBJ

B. Jika K menyetujui Berita
Acara Hasi Pelelangan, maka
PPK menerbitkan SPPBJ dan
mengirimkan tembusan kepada
Ba?;an serta mengisi  data
SPPBJ dalam system LPSE

e

barang/jasa darl pok)s

Menerima Leporan Ticak
barang/ase dat PPK fgg—] Disenju?

Disatujui?

Letang tang

Ya

Manarbitkan SPPEJ

Evaluas! \Rang

00

Moanerima
EPPBJ darl PPK.

PPK malakukan finalisas!
terhadap rancangan kontrak
{surat perjanjian, pokok
perjanjlan, surat penawaran
beserta rinclan penawaran biaya,
syarat khusus kontrak, syarat
umum kontrak, KAK, gambar-
gambar, dokumen lalnnya seperti
SPPBJ, BAHS, BAPP) dan
menandatangani kontrak
pelaksanaan pekerjaan,
selambatHambatnya 14 hari kerja
setelah penerbitan SPPB..

Menandatmmgan]

PPK menerbltkan SPMK
selambatdambatnya 14 hari kerja
sefak penandatanganan kontrak.

PPK bersama penyedia
menyelenggarakan rapat
perslapan pelaksanaan kontrak,
meliputi program muty,
organisasi kerja, tata cara

pelaksanaan pengaturan

Rapat perstapsn




RINCIAN KEGIATAN

BUPATI

LPSE

PERANGKAT DAERAH

KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PA/KPA

PPK

KEPALA KANTOR
/SEKRETARIAT

POKIA

PENYEDIA
BARANG/JASA

PPHP

pekerjaan, jadwal dan rencana
pemeriksaan lapangan bersama
yang akan dituangkan dalam
berita acara,

©

)

PPK melakukan pengendalian
pelaksanaan  kontrak  yang
dilakukan oleh penyedia, dengan
menetima  laperan  harian,
mingguan, bulanan, dan laporan
akhir pekerjaaan sesuai jangka
waktu yang ditetapkan dalam
kontrak.

Pengendalien

Penyedia meminta kepada PPK
untuk melakukan pemetiksaan
akhir hasil pekefjaan, sebelum
kontrak pelaksanaan berakhlr,

permneriksaan hasil

‘Pokerjasn kepeda PPK

PPK  melakukan  penilaian
terhadap hasil pekerjaan dengan
menugaskan panitiafpejabat
penerima/pemeriksa hasil
pekerjean setelah diterimanya
surat pemmchonan pemeriksaan
hasil pekerjaan dari penyedia.

Puildm.'luf\acap m

Pardlaian terhadap hasl

PPK menerima hasil pekerjaan
setelah seluruh haslil pekerjaan di
periksa dan diterima oleh PPHP.

Menyerahkan hasll

PPK membuat laporan hasll
pelaksanaan pekerjaan kepada
PAKPA,

Menerima laporan hasi

Membuat laporan hasil
pekerjaan

PA /KPA membuat |aporan
pelaksanaan pekerfsan  dan
pelaksanazan pembangunan
kepada Bupatl

Menerima laporan hasl

peldaan dan pelaksanaary
pambangurian

Ty




ALUR PROSES PRAKUALIFIKASI (E-PROC

RINCIAN KEGIATAN

BUPATI

PERANGKAT DAERAH

KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

LPSE

PA/KPA

PPK

KEPALA
KANTOR/SEKRETARIAT

POKIA

PENYEDIA
BARANG/JASA

PPHP

PAKPA
Perangkat
mengumumkan RUP  dan
menetapkan PPK dan
menggirimkannya kepada LPSE
untuk meminta user ID dan
Password

masing-masing
Daerah

PPK

[Femctoamarian R

LPSE memberikan User ID
dan
Password
PA/KPA/PPK dan  admin
SIRUP masing-masing
Perangkat Daerah

kepada

Memberikan user 1D dan
Pragword untuk PA/KPAPPK

» Ussr [D dan Paswond darl

dan admin SIRUP masing-
masing Perangkat Deereh

Monesima Rencana
Pengadaan dast PA/KPA dan

PPK menetapkan rencana
pelaksanaan pengadaan
B/J (RKA/DPA, HPS, KAK,
Spec teknis, Draft Kontrak,
Syarat Khusus Kontrak,
syarat umum kontrak) dan

menyampaikan kepada PA,

PPK membuat surat permohonan
kepada Bagian dengan lampiran
(RKA/DPA, HPS, KAK, Spec
teknis, Draft Kontrak,
Syarat Khusus Kontrak,
syarat umum  kontrak)
selambat-lambatnya 28 harj
kalender setelah penetapan
HPS.

Kepala Baglan melatul
sekreotariat menerma surat
Permohonan dar PPK
beserta kelengkapan
dokumen rencana
pengadaan

[~ Wtenecrima Surat pamohohon d sortel
g ghapsn d (KAX,

HPS, spek teknis, gambar teknls,

RKB, RAB, draf kentrak, Folocopy

DPA) dalam bentuk softocpy dan
hardeopy

Kepala Baglan menetapkan
anggota yang akan menjadi
kelompok kerja untuk paket
yvang akan dielangkan dan
mengirimkannya kepada
{PSE untuk mendapatkan
user ID dan Password

Memberikan User 1D can
Pasword Polja

IManstapkan Ketompok Kerja dan ponertiterny
Burst Tugas

Pokja menerima berkas
Rencana pelaksanaan
pengadaanan B/J, serta
menentukan metode
pelelangan dan
mendapatkan user id dan
passwaord

|

Mendspakan surat’
Esglan dan kelengkepan Rencana

dor Kepala
d. serta User I

dan Pesword dard LPSE

Jika dokumen tidak lengkap,
maka Pokla mengembalkan
kepada PPK melalul
sekretariat untuk diengkapi
dan jika lengkap maka di
fakukan penyusunan
dokumen pengadaan

Metemghuzol berkas potalangan
selembatiombatrys 3 ha
herja setolah berkas diterima
oleh PPK, berkas sudah hanus

melaiul sekrotaria

Tidak

Lengkap

Ya

Pokja Menyusun dokumen
pengadaan.

Memyusun Dokumen

Pengadagn salombat- |
llambatrya 7 hari kerfa




PERANGKAT DAERAH KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/IASA PENYEDIA
PPHP
RINCIAN KEGIATAN BUPATI LPSE PA/KPA PPK KEPALA POKIA BARANG/JASA
KANTOR/SEKRETARIAT
Pokja mengumumkan }
pelelangan melalui media Systom LPSE mengUITKETEN
yang telah d tetapkan menguTLmkan <l PoiclanganMeickuhen
melalul Portal Pengadaan ’
Nasional / LPSE melakukan
aanwijzing dan menerbitkan |
adendum dokumen jika periu
Penyedia barang [/ |[as LPSE menermal ' Memzsukan dokuman
memasukkan dokume dokumen prekuifikes] _'| N | __P'_“"“““"“"
prakualif{kasl melalui syste ............. — o — —— — — — [ ——————————
LPSE, |
Pokja mengunduh dokume Mangunduh dokumen
prakualifikas! yang tela prefantis]
dikiimkan penyedia barang
jasa melalui system LPSE T
Pokia melakukan evaluasi daﬂ e
pembuktian dokume prakuslifikes!
prakualifikasl
Pokja  mengumumkan  hasi [ SystemLFSE | A
prakuslifikasl melalul medi mengurmumkan hasll MWU
LPSE Prakualifikas! P

Msasa sanggah terhadap hasl

¥
prakuaiifikasl sesuai dengan Morerima sanggahan _;Om
ketentuan. .

Pokja menjawab sanggahan sesual
dengan waktu yang tefah ditetapkan Mecjawab sanggahan Tidak

Pckja  mengupload  dekumen

pengadaan, Mengugioad dokumen
pengodasn

Poklja menyelenggarakan [ Wengiu Aanwiing
aanwijzing  dan menjawab —_
pertanyean sesual dengan .
waktu yang telah ditetapkan.
apablla ada perubahan dalam
ddokumen pengadaan maka
Pokja menyusun dan
menyampalkan adendum
pengadaan
Penyeda barang/jasa T e o
memasukan dokumen dokumonpenewargn | {1 I P PR . —_
penawaran  melalii  |PSE b aik ke e A T T T T T T
sesual ketentuan yang berlaku ¢

—p

Pokja mengunduh Dokumen Menguduh dokumon
Penawaran dar System LPSE pengadaan




PERANGKAT DAERAH KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIA

PPHP
RINCIAN KEGIATAN BUPATI LPSE KEPALA KIA BARANG/JASA
PA/KPA ﬁ‘éﬁ KANTOR/SEKRETARIAT PO
Pok |akukal valuas] J dokLETEN
dgkjﬁamen ‘;eenaawar:n el —D[ Em:::wwln 4—
Pokja rgenelapkan pamk:nang M Samose |
lel m
;eal:;?m LpasnE mengumumkannya merumurian J jM

Masa sanggah terhadap hasil
lelaing/seleksi- setelah
pengumuman hasl! lelang/eeleksi

Jika tidak ada sanggahan hasit
penetepan pemenang maka proses
akan beranjut dengan negosiasl
teknik dan harga serta pokia akan
menyampaikan  laporan
pengadaan B/ kepada PPK

Jika Ada Sanggahan maka, Pokja
menerima sanggahan yang
disampaikan penyediaB/J.

Polkja menjawab sanggahan sesuaj
dengan waktu vyang telah
ditetapkan Jika sanggah
diteima ocleh Pokja maka
diadakan evaluasl ulang atau
lelang ulang dan Jika sanggah
tidak diteima maka proses

beranjut pada Negosiasi
Jika tidak ada sanggah/ sanggahan Imm proses
ditola!c maka Pokja akan metakukan

membuat laporan proses i
pengadaan dan  mengirimkan * ¢
kepada PPK

Poka Menyerahkan hasil Monerima LHP dan Menyenshkan BA Proses
Pelelangan Saleksl serta _ B““"”"‘"““u <
pembuatan LHP dan menyerahkan peng =
kepada Kepata Bagien/Sekretrariat
untuk di teruskan kepada PPK
SKPD

PPK menerima Berita Acara hasi
pelelangan sebagai  dasar
penerbitan SPPBJ, proses pengadaan
A.Jka PPK tdak bersedia barsng/lasa dit pokgs
menerbitkan SPPBJ karena
tidak  sependapat atas
penetapan pemenang, maka
diberitahukan kepada PA/KPA Menerima Laporan Ticak Lelang Uang
untuk diputuskan dengan

ketentuan : berang/jase dat PPK |
1) Apabila PA/KPA sependapat

dengan PPK, maka

dilakukan evaluasi ulang l

atau pelelangan

dinyatakan gagal, Disotugui?
2) Apabila PA/KPA sependapat dengan

Kantor, maka PA/KPA memutuskan Ya

penetapan pemenang oleh Bagian Evelural Uora
bersifat  find dan PAKPA

memerintahkan  PPK  unfuk

warkan SPPEY _— c +— ——

Menerima laporan

Ya




PERANGKAT DAERAH KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIA

PPHP
RINCIAN KEGIATAN BUPATI LPSE KEPALA BARANG/JASA
PA/KPA PPK KANTOR/SEKRETARIAT POKIA .

B.Jka PPK menyetuld Benia
Acara Hasll Pelelangan, maka C
PPK m:lrltgrblttka% SPP%I dgn HMenerima tembusan
mengirimkan tembusan kepada ™ FrREJ
Bagzgn serta  mengist pclaata onereiban® b SPRRsamPR
SPPB. dalam system LPSE

PPK melakukan finalisasi
terhadap rancangan Kkontrak
{surat perjanjian, pokok h 4
peranfian, surat penawaran Menandatangani
beserta rincian penawaran blaya, Kertrek
syarat khusus kontrak, syarat
umum kontrak, KAK, gambar-
gambér, dokumen lainnya sepertt
SPPBJ, BAHS, BAPP} dan
menandatangani kontrak
pelaksanaan pekerjaan,
selambat-lambatnya 14 hari kerja
setelah penerbitan SPPBJ.

PPK menerbitkan SPMK [ enerbiken EPUK |
selambat-lambatnya 14 hari kerja

sejak penandatanganan kontrak.

PPK bersama penyedia
menyslenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak, Rapat persizpan
meliput program mutu, Rapat persizpan pelaksanaan kontrak
organisasi kera, tata cara pe

pelaksanaan pengaturan
pekerjaan, [adwal dan rencana l

pemeriksaan lapangan bersama
yang akan dituangkan datam
herita acara.

PPK melakukan pengendalian peleksanann koftrek
pelaksanaan  kentrak  yang Pengendaian

dilakukan oleh penyedia, dengan .
menerima laporan harian,
mingguan, bulanan, dan laporan
akhir pekerjasan sesual jangka
waklu yang ditetapkan dalam
kontrak.

Penyedia meminta kepada PPK
untk melakukan pemeriksazan pemariksoen hasll
akhir hasil pekerjaan, sebelum aan kepaca PP 4
kontrak pelaksanaan berakhir.

PPK melakukan penilaian
terhadap hasil pekerjaan dengan
menugaskan anitia/pejabat [Periisian terhadap hesl] Perilalan terhadap has]
penerima!pemeriksz hasi! pekerjaan pekegazn
pekerjaan setelah diterimanya
surat permohenan pemeriksaan
hasil pekerjaan dari penyedia.

PPK menerima hasil pekerjaan Meryeraikan fasi
setelah seluruh hasil pekerjaan di halling pekerfean

periksa dan diterdima oleh PPHP. =

PPK membuat laporan hasil v
pelaksanaan pekerjaan kepada Menerima taparcn bl Membuzt laporan hasll

PA/KPA, pekerizan «— pekeraan
Ot




POKJA

PENYEDIA
BARANG/JASA

PPHP

PERANGKAT DAERAH KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RINCIAN KEGIATAN BUPATI LPSE KEPALA
L~ PA/KPA PPK KANTOR/SEKRETARIAT
PA /KPA membuat laporan kl:)
pelaksanaan  pekegjaan dan
pelaksanaan pembangunan “‘"’"x:";““ hasl

kepada Bupatl

({-BUPATI TOJO UNA-UNA%

a7
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